Menimbang

WALI KOTA GORONTA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 3 TAHUN 2020
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan daerah bahwa Kepala Daerah

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis serta prioritas, maka Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 “Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4616);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
serta Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO
dan
WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020
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Pasal 1 — —
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.071.083.872.225,00,- berkurang sejumlah
(Rp. 34.383.398.757.66,-) sehingga menjadi Rp. 1.036.700.473.467.34,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan :

a. Semula Rp. 1.046.354.690.850,-
b. Bertambah Rp. (69.227.062.270,-)
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 977.127.628.580,-
2. Belanja
a. Semula Rp. 1.071.083.872.225,-
b. Bertambah /berkurang Rp. (34.383.398.757.66,-)
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.036.700.473.467.34,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (59.572.844.887.34),-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1). Semula Rp. 35.729.181.375,-
2). Bertambah/berkurang Rp 27.453.663.512.34,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 63.182.844.887.34,-

b. Pengeluaran.

1). Semula Rp. 11.000.000.000,-
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2). Bertambéh/.berkurang —_— . Rp.
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp.
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp.
Pasal 2
(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah.

1). Semula Rp.

2). Bertambah /berkurang Rp.

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.
b. Dana Perimbangan

1). Semula Rp.

2). Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp.
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1). Semula Rp.

2). Bertambah /berkurang Rp

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang

sah setelah perubahan Rp.

(7.390.000.000,-)
3.610.000.000,-
59.572.844.887.34,-
0~

246.960.765.850,-
(11.657.763.149,-)
235.303.002.701,-

699.009.803.000, -
(55.679.903.371,-)
643.329.899.629, -

100.384.122.000,-
(1.889.395.750,-)

98.494.726.250,-
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—{2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah.

1). Semula

Jumlah pajak daerah setelah perubahan
b. Retribusi Daerah
1). Semula
2). Bertambah /(berkurang).
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1). Semula
2). Bertambah /(berkurang)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah
Yang dipisahkan setelah perubahan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1). Semula
?2). Bertambah /berkurang
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Setelah perubahan

82.400.000.000,-
(19.964.000.000,-)
62.436.000.000,-

34.879.500.000,-
(7.662.830.000,-)

27.216.670.000,-

4.500.000.000,-
00,-

4.500.000.000,-

125.181.265.850,-
15.969.066.851,-

141.150.332.701,-
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(3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1). Semula Rp. 13.485.236.000,-
2). Bertambah /berkurang Rp. 1.334.329.629,-
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 14.819.565.629,-

b. Dana alokasi umum

1). Semula Rp, 546.540.360.000,-
2). Bertambah /(berkurang). Rp. (53.648.219.000,-)
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 492.892.141.000,-

c. Dana alokasi khusus

1). Semula Rp. 138.984.207.000,-
2). Bertambah/(berkurang). Rp. (3.366.014.000,-)
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 135.618.193.000,-

(4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1). Semula Rp. 6.000.000.000,-
2). Bertambah/berkurang. Rp. (6.000.000.000,-)
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 00,-
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. Dana Darurat
1). Semula
2). Bertambah/berkurang

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan

. Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1). Semula

2). Bertambah/berkurang

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya setelah perubahan

. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1). Semula
2). Bertambah /berkurang.
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau
Dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan
. Lain-lain pendapatan
1). Semula
2). Bertambah /berkurang

Jumlah Insentif Pemerintah Pusat

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp

Rp.

43.000.000.000,-
3.332.000.000,-

46.332.000.000,-
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f. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus

1). Semula Rp. 0,-
2). Bertambah /berkurang Rp. 62.179.266.000,-
Jumlah Dana Penyesuaian setelah perubahan Rp. 62.179.266.000,-

g. Dana Insentif Daerah (DID)

1). Semula Rp. 35.426.866.000,-
2). Bertambah /berkurang Rp. (35.426.866.000,-)
Jumlah Dana Penyesuaian setelah perubahan Rp. 0,-
h. Jasa Gire Kas Daerah
1). Semula Rp. 0,-
2). Bertambah /berkurang Rp. 0,-
Jumlah Dana Penyesuaian setelah perubahan Rp. 0,-
Pasal 3

(1). Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung.

1). Semula Rp. 461.975.827.159,19,-
2). Bertambah /berkurang Rp. 670.589.753.44,-
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 462.646.416.912.63,-
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(2).

b. Belanja langsung.
1). Semula

2). Bertambah /berkurang

[a—

[\
1

609.108.045.065,81,-
(35.053.988.511.10,-)

703.869.980.222.37 .-

Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1). Semula

2). Bertambah/berkurang

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
b. Belanja Bunga

1). Semula

2). Bertambah/berkurang

Jumlah belanja bunga setelah perubahan
c. Belanja hibah

1). Semula

2). Bertambah /berkurang

Jumlah belanja hibah setelah perubahan
d. Belanja bantuan sosial

1). Semula

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

442.460.951.159,19,-
(13.988.830.433.56,-)

428.472.120.725.63,-

12.487.048.000,-
(1.799.900.000,-)

10.687.148.000,-

5.527.828.000,-
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2). Bertambah/berkurang
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
Belanja tidak terduga
1). Semula
2). Bertambah /berkurang
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
Belanja Bantuan Keuangan Kepada provinsi/kabupaten/
kota dan pemerintahan desa
1).Semula
2). Bertambah /berkurang
Jumlah bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/
kota dan pemerintahan desa setelah perubahan
Belanja Hutang
1). Semula
2). Bertambah/berkurang

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan

Rp.
Rp.

Rp.

~ 00,-
5.527.828.000,-

1.500.000.000,-
16.459.320.187,-
17.959.320.187,-

Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a.

Belanja pegawai

1). Semula

Rp.

25.315.127.278,00,-
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2). Bertambah /berkurang ) - Rp. 6.647.067.571.06,- -

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 31.962.194.849.06,-
b. Belanja barang dan jasa

1). Semula Rp. 455.960.648.907,93,-

2). Bertambah /berkurang Rp. (6.916.015.388.28,-)

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 449.044.633.519.65,-
c. Belanja modal

1). Semula Rp. 127.832.268.879,88,-

2). Berkurang/berkurang. Rp. (34.785.040.693.88,-)

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 93.047.228.186,-

Pasal 4

(1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1). Semula Rp. 35.729.181.375,-
2). Bertambah/berkurang Rp. 27.453.663.512.34,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 63.182.844.887.34,-

b. Pengeluaran sejumlah

1). Semula Rp. 11.000.000.000,-
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2). Bertambah /berkurang

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.

(7.390.000.000,)

3.610..000.000,-

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a.

SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1). Semula Rp.
2). Bertambah /berkurang Rp.

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah

perubahan Rp.

Pencairan dana cadangan sejumlah

1). Semula Rp.
2). Bertambah /(berkurang). Rp.
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1). Semula Rp.
2). Bertambah /(berkurang) Rp.

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

setelah perubahan Rp.

Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1). Semula Rp.

35.729.181.375,~
27.453.663.512.34,-

63.182.844.887.34,-

0,-
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2). Bertambah /berkurang —
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah
perubahan
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
1). Semula
2). Bertambah /(berkurang)
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
setelah perubahan
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah
1). Semula

2). Bertambah/(berkurang).

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan

Rp.

Rp.

Rp.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

1). Semula

2). Bertambah/(berkurang).

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1). Semula

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

0,-
O
0,-

11.000.000.000,-
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2). Bertambah/ (berkurang). — Rp. (7.390.000.000,-) e
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

setelah perubahan Rp. 3.610.000.000,-
Pembayaran Pokok Utang sejumlah
1). Semula Rp. 0,-
2). Bertambah /(berkurang) Rp. 0,-
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
setelah perubahan Rp. 0,-

Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah
1). Semula Rp. 0,-
2). Bertambah/(Berkurang). Rp. 0,-

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,-

. Pembayaran Uang Kepada Pihak Ketiga
1). Semula Rp. 0,-
2). Bertambah /berkurang Rp. 0,-
Jumlah Pembayaran Uang Kepada Pihak Ketiga setelah
perubahan Rp. 0,-
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Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

(.
2.

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

|
II

I11

IAY

VI
VII
VIII

IX

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi SKPD,;

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

Daftar kegiatan-kegitan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Wali Kota Gorontalo menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai

landasan operasional pelaksanaan.
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= Pasal 7 T

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kota Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 13 Okteser 2020

ALI KOTA GORONTALO,%

=)}

MART A TAHA
Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 13 Okteber 2020
SEKRETARIS DAE KOTA GORONTALO,
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LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTAL
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NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR : (3/28/2020)
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